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Walikota  Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN  2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan

pengadaan barang dan/atau jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD)
Kota Bogor berdasarkan jenjang nilai
dengan prinsip efisien, efektif, transparan,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel,
dan praktek bisnis yang sehat telah diatur
dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;
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b. bahwa berkenaan dengan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pada BLUD RSUD Kota Bogor,
maka Peraturan Walikota Bogor
sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 08 /PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Layanan Umum;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014
Nomor 2 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

21. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 20
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah
Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);
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22. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014
Nomor 20 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BOGOR.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 20
Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diubah
dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  3

(1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh
dapat diberikan fleksibilitas barupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku
umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber
dananya berasal dari:
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a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat
atau badan lain; dan/atau

b. hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain
dan/atau  hasil usaha lainnya;

c. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap:
a. belanja bahan pakai habis meliputi:

1. belanja bahan dan alat laboratorium;
2. belanja alat kedokteran pakai habis; dan
3. belanja pengisian tabung gas medis;

b. belanja bahan/material, meliputi:
1. belanja obat-obatan; dan
2. belanja pengadaan bahan makanan;

c. belanja pemeliharaan gedung perawatan
dan instalasi;

d. belanja modal terdiri dari:
1. belanja modal sarana penunjang medis;
2. belanja modal alat kesehatan;
3. belanja modal sarana penunjang non medis; dan
4. belanja modal sarana penunjang gedug

pelayanan.
e. dihapus.

(4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD
Kota Bogor yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah.
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(5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya
berasal dari dana hibah terikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah
atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa
yang berlaku bagi BLUD RSUD Kota Bogor sepanjang
disetujui pemberi hibah.

(6) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai jenjang nilai
pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Kota Bogor.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  4

(1) Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pada BLUD RSUD Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa
pemerintah.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan
oleh pejabat/panitia pengadaan/ULP yang dibentuk
oleh Direktur atau ULP yang dibentuk oleh Walikota.

(3) Pejabat/panitia pengadaan terdiri dari personil
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin
ketersedian barang/jasa yang lebih bermutu,
lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana
dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan BLUD RSUD Kota Bogor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Bogor
diatur dengan Peraturan Direktur.
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Pasal  II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2016

WALIKOTA  BOGOR,
Ttd.

BIMA  ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE  SARIP  HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN  2016 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001






